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ABSTRAK

Narapidana yang dihukum dalam Lembaga Permasyarakatan dapat memperoleh
pembebasan bersyarat dengan proses tertentu. Hakim pengawas dan pengamat adalah
salah satu pthak yang diamanahkan oleh Undang-Undang dan peraturan lain seperti
SEMA untuk melaksanakan tugas tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian
vuridis empirts vang bertujuan untuk mendeklarasikan bagaimana implementasi
pengawasan Pengadilan Neger Palembang terhadap putusan bebas bersyarat bagi
narapidana yang dilakukan dengan wawancara langsung kepada responden yang
dalam hal ini adalah hakim pengawas dan pengamat yang terkait langsung dengan
pengawasan dan pengamatan narapidana di Lembaga Permasyarakatan. Hasil data
tersebut di analisis secara deskriptif, Analisis data yang dihubungkan dengan rumusan
permasalhan menghasilkan Bahwa Implementasi pengawasan dan pengamatan oleh
hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Palembang terhadap putusan bebas
bersyarat bagi narapidana dapat dinilai cukup efektiv. Serta akibat putusan bebas
bersvarat vang dikeluarkan tanpa adanya pengawasan dari hakim pengawas dan
pengamat Pengadilan Negeri Palembang hanya berbicara soal pengandaian atau dapat
dipertimbangkan kembali kebenarannya. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi
bukan berdasarkan fakta yang nyata terjadi karena sctiap narapidana yang
memperoleh putusan bebas bersyarat selalu dibawah pengawasan hakim Pengawas
dan Pengamat yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Palembang.

Kata Kunci : Hakim Pengawas dan Pengamat, Putusan Bebas Bersyarat

Pembimpigg Pembantu

NIP. 195412141981031002

NIP. 196509181991022001
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya
mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas , tapi suatu
kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.! Selain itu,
implementasi sering juga diartikan sebagai perluasan aktivitas yang saling
menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta
memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.?

Sesuai dengan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi
adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas namun
dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk
mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, impelementasi tidak berdiri sendiri
tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum (aturan), pengawasaan,
dan sanksi.

Implementasi tindakan pengawasan yang dilakukan bumumnya oleh pejabat
pemerintah atau swasta yang diarahkan agar supaya tercapainya tujuan atau hasil

yang telah digariskan dalam suatu keputusan kebijakan. Keseluruhan

! Nurdin Usman,Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum,Grasindo,Jakarta,2002,hal70
2 Guntur Setiawan,Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan,Balai Pustaka, Jakarta, 2004,
hal39



proses implementasi kebijakan dapat dinilai atau dievaluasi dengan cara mengukur
atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan
tujuan-tujuan kebijakan.?

Implementasi pengawasan tugas aparat penegak hukum untuk mengendalikan
kejahatan yang terjadi didalam masyarakat dibutuhkan berbagai lembaga yang
dapat mewujudkan cita-cita hukum tersebut. Sistem peradilan pidana adalah salah
satu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan.

Sistem peradilan pidana di Indonesia adalah sistem peradilan menurut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau sering
disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP
menghendaki ke-empat institut yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan
permasyarakatan terpidana dapat menjalankan tugasnya secara terpadu. Salah satu
tujuan sistem peradilan pidana sekaligus menjadi tujuan pemidanaan adalah
berusaha agar mereka yang perna melakukan kejahatan tidak lagi mengulangi
perbuatannya. Sehubungan dengan hal itu Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995

tentang Permasyarakatan dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan.

“sistem permasyarakatan adalah suatu tatanan arah dan batas serta cara
pembinaan permasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan
secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk
meningkatkan kualitas warga binaan permasyarakatan agar menyadari
kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan pidana
sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif

3 Abdul Wahab,Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Universitas Muhammadiyah Malang
Press, Malang, 2008, him 65.



berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga
yang baik dan bertanggung jawab”.

Untuk menunjukan konsep tersebut dipandang sangat penting adanya
pengawasan atas terjadinya putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal
33 UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman yang kini telah berubah menjadi Pasal 54 pada Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal tersebut berbunyi
sebagai berikut:

1. I_Deklaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh
jaksa.

2. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut ayat (1) oleh ketua
pengadilan yang bersangkutan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pada penjelasan Pasal 54 ayat (2) dinyatakan: “ Untuk mendapat jaminan
bahwa putusan tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya ketua pengadilan
yang bersangkutan mengawasi pelaksanaan putusan tersebut™*

Di dalam Bab XX KUHAP diatur bahwa kewenangan Pengadilan Negeri
sebgaiman dimaksud di atas di delegasikan kepada hakim yang disebut sebagai
hakim pengawas dan pengamat sebagaimana diatur dalam Pasal 277 ayat (1) dan
ayat (2) yang berbunyi:

1. Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk
membantu ketua dalam melaksanakan pengawasan-pengawasan dan
pengamat-pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan
pidana permpasan kemerdekaan.

2. Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim

pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk masa
paling lama dua tahun .

4 Pasal 55 ayat (1) undang-undang Nomor 48 tentang kekuasaan kehakiman



Dalam hal ini dibedakan anatara tugas pengawasan dan tugas pengamat.
Tugas pengawas adalah guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan
dilaksanakan sebagaimana mestinya (Pasal 280 ayat 1 KUHAP). Sedangkan
tugas pengamat adalah untuk memperoleh bahan bagi pemidanaan yang tepat
dengan meneliti prilaku narapidana dan pembinaan yang dilakkan serta pengaruh
timbal balik antara keduanya, pengamatan ini dilakukan terus sampai setelah
narapidana selesai menjalankan pidananya (Pasal 280 ayat 2 dan 3 KUHAP).

Tujuan pembebebasan bersyarat dalam peraturan menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor m-01.PK.04.10 tahun 2007 juga
disebutkan yaitu:

a. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak

didik permasyarakatan kearah pencapaian tujuan pembinaan.

b. Memberi kesempatan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan
untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan
diri hidup mandiri ditengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.

c. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam

penyelenggaraan pemasyarakatan.

Keberhasilan hakim pengawas dan pengamat melakukan tugasnya terhadap
narapidana yang berada didalam Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) maupun
bagi mereka yang dipidana bersyarat yang tidak mengharuskan berada didalam

LAPAS tentu sangat membantu dalam pencapaian tujuan pemidanaan.



Keterbatasan dari sudut peraturan pelaksanaan menimbulkan pertanyaan
bagaimana hakim pengawas dan pengamat melaksanakan tugas yang
diamanatkan oleh Undang-undang dan KUHAP.

Seperti yang kita ketahui, disamping pidana perampasan kemerdekaan
(penjara) hakim dapat menjatuhkan pidana yang pelaksanaannya digantungkan
kepada syarat-syarat tertentu, yang lebih dikenal sebagai pidana bersyarat. Pidana
bersyarat dikeluarkan oleh hakim, pidana yang dijatuhkan tidak akan pernah akan
dijalani narapidana, kecuali kemudian hakim menyuruh agar dijalani oleh
narapidana karena:

a. Sebelum masa percobaan selesai narapidana melanggar syarat umum seperti
melakukan suatu tindak pidana
b. Narapidana dalam masa percobaan tersebut melanggar suatu syarat khusus

(perjanjian tertentu sebelum dikeluarkanya putusan bersyarat) atau
c. Suatu masa yang lebih singkat dari masa percobaan untuk narapidana

tersebut, tidak melakukan syarat yang lebih khusus yaitu tentang suatu

kewajiban untuk mengembalikan kerugian pihak korban sebagai dampak dari

tindakan pidana yang dilakukan oleh narapidana (pasal 14 C).

Pembebasan Bersyarat tertera pada Pasal 15 KUHP yang menyatakan orang
yang dihukum penjara boleh di bebaskan dengan adanya suatu perjanjiangan
aturan yang lainnya pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

tentang Pemasyarakatan, Narapidana memiliki suatu hak untuk memperoleh



pembebasan bersyarat bila telah melalui (2/3) dari masa pidananya dan juga
paling sedikit sembilan bulan dari masa hukumannya yang diterima oleh
narapidana.

Jadi berdasarkan penjelasan aturan undang-undang di atas dijelaskan lebih
rinci sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan, Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan narapidana
dan anak pidana diluar Lembaga Pemasyarakatan (lapas) setelah menjalani
sekurang kurangnya 2/3 dari masa pidana minimal 9 (sembilan) bulan.

Sejalan dengan hak narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat
narapidana harus memenuhi syarat-syarat subtantif dan syarat administratif yang
tertuang dalam peraturan mentri hukum dan hak asasi manusia Republik
Indonesia Nomor M.01.PK.04.10 tahun 2007.

Di Pengadilan Negeri Palembang sudah banyak menjatuhkan putusan
pembebasan bersyarat. Adapun data mengenai jumlah putusan pemidanaan
bersyarat di Pengadilan Negeri Palembang pada tahun 2018 berjumlah sembilan
putusan dengan jumlah terpidana pembebasan bersyarat sebanyak 13 orang.®

Sesuai pernyataan tersebut di atas sudah sangat jelas terdapat peran hakim
pengawas-pengawas dan pengamat seiring dengan dikeluarkanya putusan bebas

bersyarat bagi narapidana. Kemudian apakah tugas yang dilakukan oleh hakim

5 Hasil wawancara dengan bapak Pijai S,H. , pegawai Pengadilan Negeri Palembang bagian
arsip, pada tanggal 2-10-1018



pengawas dan pengama pengadilan Negeri Palembang tersebut sudah sesuai
dengan peraturan perundang-undangangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin mengetahui dan membuat sebuah
skripsi dengan judul : IMPLEMENTASI PENGAWASAN OLEH
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG DALAM PELAKSANAAN
PUTUSAN BEBAS BERSYARAT BAGI NARAPIDANA.

Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka terdapat permasalahan :

1. Bagaimanakah implementasi pengawasan-pengawasan dan pengamatan-
pengamatan putusan bebas bersyarat oleh Hakim Pengadilan Negeri
Palembang?

2. Bagaimana akibat dari putusan bebas bersyarat yang diterima oleh
Narapidana tanpa adanya pengawasaan dari Hakim Pengadilan Negeri

Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan permasalahan diatas maka tujuan

dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi pengawasan dan pengamatan putusan

bebas bersyarat oleh Hakim Pengadilan Negeri Palembang



2. Untuk dapat mengetahui dan menunjukan akibat dari putusan bebas
bersyarat yang diterima oleh Narapidana tanpa adanya pengawasaan dari

Hakim Pengadilan Negeri Palembang.

D. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini obyek penelitian dibatasi oleh bagaimana pelaksanaan
tugas hakim pengawas dan pengamat terkhusus terhadap mereka yang telah dijatuhi
hukuman pidana bersyarat. Namun, agar uraian menjadi lengkap, saya akan
membahas tugas hakim pengawas dan pengamat secara keseluruhan. Mencari
halangan-halangan yang dihadapi Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam
pelaksanaan pengawasan-pengawasan dan pengamatan-pngmatn putusan pemidanaan
bersyarat. Dan mencari jalan agar Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri
Palembang dapat mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan putusan pemidanaan

bersyarat.

E. Manfaat Penelitian
Dengan hasil dari penelitian ini diharapkan berguna antara lain:
1. Kegunaan Teoritis
a. Membantu pengetahuan terkhusus dalam materi hukum pidana dan

hukum acara pidana;



2. Menambah ilmu pengetahuan dengan memperkaya pemahaman kepada
mereka yang tertarik pada permasalahan tugas hakim terhadap putusan
bebas bersyarat. Kegunaan praktis
a. Memberi masukan bagi departemen hukum dan HAM guna

meningkatkan kinerja hakim dalam pengawasaan dan pengamatan
terhadap narapidana;
b. Memberi masukan bagi siapa saja yang mempunyai perhatian pada

keberhasilan kinerja hakim.

F. Kerangka Teori

1. Teori Implementasi

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara bagaimana sebuah
kebijakan dapat mencapai tujuannya tidak lebih dan tidak kurang. Kebijakan
adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang,
kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya
hambatan-hambatan tertentu guna mencari peluang-peluang untuk mencapai
tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.®

Kebijakan yang dalam hal ini merupakan kebijakan dari hakim pengawas

dan pengamat yang ditunjuk oleh pengadilan negeri yang telah diatur oleh

& Nurdin,syafrudin dan Usman basyrudin, guru Profesional dan Implementasi
Kurikulum, Ciputat press, Jakarta:2003 him 7



10

Undang-undang untuk dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Hasil
dari kecocokan atara implementasi dengan kebijakan merupakan suatu

implementasi yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

2. Teori Pengawasan

pengawasan adala upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan
yang telah ditetapkan dan mengatur tentang sesuatu hal. Pengawasan adala proses
penentuan apa yang harus dicapai sudah sesuai dengan kebijakan atau peraturan
kemudian apa yang sedang dilakukan perlu adanya perbaikan sehingga pelaksanaan
sesuai dengan rencana dari peraturan atau kebijakan yang di inginkan.

Pengawasan pada tahap pelaksanaan putusan merupakan sistem terakhir
dalam pemidanaan karena dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap (incraht). Setelah adanya putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap, maka segera dilakukan pengawasan dan pengamatan
dengan melalui kegiatan secara langsung turun kelapangan menilai apakan sudah
sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Pengawasan dan pengamatan dilakukan guna mengetahui apakah putusan
yang telah dijatuhkan tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan sebagaimana
mestinya. Dalam pelaksanaan putusan pemidanaan bersyarat, pengawasan dilakukan
guna mengetahui apakah syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam putusan

pengadilan telah terpenuhi. Hal ini karena dalam pelaksanaan putusan pemidanaan
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bersyarat harus dilakukan dengan pengawasan dan pengamatan yang

sungtransparansi dang sungguh-sungguh hanya untuk ke adilan.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Berdasarkan pada perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut
diatas, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan
adalah yuridis empiris atau jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian
yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan cara melihat dari segi peraturan-
peraturan perundang-undangan dan kenyataan yang terjadi dilapangan.
Penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat
dalam peraturan perudang-undangan yang berlaku, selanjutnya dikaitkan

dengan penerapan yang terjadi didalam masyarakat.’

2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan Dalam penelitian ini adalah pendekatan
empiris dengan menjadikan hakim pengawas dan pengamat putusan bebas
bersyarat yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Palembang sebagai
sampelnya. Pendekatan ini dimaksudkan memberikan gambaran dan uraian
mengenai pelaksanaan pengawasan oleh Pengadilan Negeri Palembang

terhadap putusan bebas bersyarat bagi narapidana.

7 Ronny Hanitijo, Metodelogi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, him.10
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3. Sumber Data

pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan kajian
kepustakaan sebagai sampelnya. Penelitian ini dimaksudkan memberikan
gambaran dan uraian mengenai pelaksanaan pengawasan putusan bebas
bersyarat bagi narapidana. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data primer dan sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama
yakni Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik
melalui wawancara dengan hakim pengawas dan pengamat putusan bebas
bersyarat. Pada penelitian ini yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan
tugas hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Palembang.

Sedangkan data sekunder didapat dengan melakukan pnelitian
kepustakaan mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil-hasil
penelitian berwujud laporan.Dari penelitian kepustakaan dapat diperoleh

beberapa bahan hukum antara lain:

a. Bahan Hukum primer
Bahan hukum yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana ( KUHAP ), Undang-undang Noor 12 Tahun 1995 tentang
Permasyarakatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, SEMA No.7
Tahun 1985

b. Bahan Hukum Sekunder
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Bahan hukum yang membantu menganalisis dan memahai bahan
hukum primer. Dalam hal ini, terkait dengan pelaksanaantugas hakim
pengawas yang ditunjuk oleh Kejaksaan Negeri palembang dalam
putusan pidana bersyarat.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tambahan disamping bahan hukum di atas berupa
kamus-kamu, media cetak dan media elektronik dan tulisan non hukum
lain yang ada kaitannya dengan penelitian.

4. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.® Maka dari
penjelasan tersebut populasi dalam penelitian ini adalah lingkup Pengadilan
Negeri Palembang terkhusus yang ditunjuk sebagai hakim pengawas dan
pengamat putusan bebas bersyarat serta bagian pengarsipan di Pengadilan
Negeri Palembang untuk mengetahui berapa banyak putusan bebas bersyarat
yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palembang.

Data dari penelitian ini di dapatkan melalui wawancara dengan

sekurang-kurangnya 2 (dua) hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri

8 Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,, AFABETA,Bandung, 2011,him:80
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Palembang dan satu (1) pegawai pengadilan Negeri Palembang bagian
Pengarsipan dalam putusan bebas bersyarat bagi narapidana.
5. Penarikan Sampel

Dalam rangka mengumpulkan data diupayakan sebanyak mungkin
memperoleh data yang mempunyai relevansi dengan obyek penelitian.
Dalam hal ini sebagai hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri
Palembang bertindak sesuai dengan kepentingan obyek penelitian. Teknik
penarikan sampel dalam penelitian ini adalah Purvosive sampling adalah
penarikan sampel berdasarkan tujuan tertentu yang dipilih sendiri oleh
peneliti berdasarkan pertimbangan kreteria dan karakteristik tertentu, yaitu
dalam penelitian ini tertuju pada sekurang-kurangnya dua (2) Hakim
Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Palembang dan bagian

pengarsipan Pengadilan Negeri Palembang.

6. Lokasi Penelitian
Sesuai dengan judul dan latar belakang yang dibahas, Penelitian ini
dilakukan di Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan keberadaan hakim
pengawas dan pengamat melalui pengangkatan oleh Pengadilan Negeri
Palembang.

7. Teknis Analisis Data
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Berdasarkan sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian yang
bersifat deskriptif analisis. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan
kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan
data diskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis
atau lisan, dan juga prilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai
sesuatu yang utuh.

. Teknis Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan pemikiran
indukatif, yaitu penarikan kesimpulan terhadap hal-hal yang bersifat khusus
(konkrit) menuju kepada hal-hal yang bersifat umum (abstrak). dengan

demikan memberikan hasil secara utuh.
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